
BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan, maka simpulan dari 

peneltian ini diuraikan sebagai berikut : 

1. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen jasa tukang gigi 

adalah mewujudkan peran dari pemerintah. Hal ini dapat dicapai melalui 

penggunaan perangkat hukum berupa aturan perundang-undangan, 

penegakkan menjadi hambatan ketika terjadi ketidaksesuain antara satu 

undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau ketika peraturan 

perundang-undangan tidak selaras dengan nilai atau norma dalam 

masyarakat. Perlindungan hukum preventif bagi pelaku usaha dan 

konsumen pada hakekatnya mengutamakan peran pemerintah dalam 

mendorong dan mengawasi perlindungan pelaku usaha dan konsumen. 

Tuntutan kepastian hukum dan perlunya perangkat hukum yang berlaku 

harus jelas dan langsung dari segi hukum positif melalui penetapan 

peraturan. Harmonisasi hukum antara undang-undang perlindungan 

konsumen, undang-undangan kesehatan, peraturan kementerian kesehatan 

dan peraturan pemrintah diatasanya. 

2. Kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman adalah 

sulitnya menindak lanjuti pelaku usaha tukang gigi yang jelas-jelas 

melanggar peraturan perundang-undangan, karena dari data yang ada pada 

dinas kesehatan mengenai izin yang resmi tidak ada. Bahkan Dinas 
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Kesehatan Kabupaten Pasaman tidak mengetahui adanya keberadaan dari 

tukang gigi ini.  

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam 

melindungi konsumen terhadap jasa tukang gigi di Lubuk Sikaping 

bersifat preventif. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu 

dengan cara melakukan survei terkait keberadaan tukang gigi dan 

memberikan sosialisasi terhadap konsumen. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran untuk meningkatakan kinerja 

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman dalam perlindungan konsumen dan 

pengawasan terhadap jasa tukang gigi sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha jasa tukang gigi di Lubuk Sikaping harusnya menyadari 

bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah melanggar undang-undang. 

Jika ada konsumen yang merasa dirugikan dengan tindakan yang 

dilakukan oleh tukang gigi, sebagai pelaku usaha tukang gigi harus 

bersedia bertanggung jawab dan konsumen harus lebih pintar dan 

mengetahui tugas dari tukang gigi agar tukang gigi tidak melanggar aturan 

yang telah ada. Partisipasi dari masyarakat menjadi penentu dalam jasa 

tukang gigi, penulis berharap konsumen dengan bijak melakukan 

perawatan pada dokter gigi saja dan lebih melindungi hak dan kepentingan 

konsumen, jika konsumen merasa dirugikan hendaknya melapor ke 

instansi yang ditunjuk. 
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2. Jika tukang gigi melanggar aturan standar seperti undang-undang dan 

peraturan menteri, pemerintah harus lebih tegas dan serius dalam 

menegakkan hukum, dan pemerintah Kabupaten Pasaman harus 

memperhatikan jasa tukang gigi tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten 

Pasaman perlu mengambil tindakan untuk memperkuat dan memantau 

praktek tukang gigi di wilayah Lubuk Sikaping. 
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